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KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya sehingga kami dapat
menyelesaikan kertas kerja Pengelolaan Risiko pada Sekretariat DPRD Kota
Denpasar periode 1 Januari sd. 31 Desember 2024. Kertas kerja ini diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi para Stakeholder, sebagai pertimbangan dalam
pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengelolaan risiko dilakukan pada strategis Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan tingkat operasional OPD. Kertas kerja ini memuat penetapan risiko
strategis, penetapan risiko operasional, proses analisis risiko, rencana kegiatan
pengendalian risiko yang ada di Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Penyusunan kertas kerja ini telah memperhatikan Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan kertas kerja ini. Selanjutnya, kami berharap
agar kertas kerja ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan
penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota
Denpasar yang lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. |
NIP. 196811141998031003




Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda . |Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Penilaian Tahun . 12024
Periode yang Dinilai . |Periode RPJMD 2021-2026
Urusan Pemerintahan . |Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai . |Sekretariat DPRD Kota Denpasar
Sumber Data Renstra Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
Sasaran Strategis Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD
IKU Renstra OPD No IKU Target
1 |Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai 100%
Peraturan Perundang-Undangan
Program 1 |Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
Kabupaten/Kota
2 [Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 100%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan Tujuan strategis:
dilakukan penilaian risiko 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD

Sasaran Strategis:
1. Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD

IKU Strategis:
1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai
Peraturan Perundang-Undangan

Program:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kotag-Denpasar

e Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 2.c.1

Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Pemerintah Kota Denpasar

Penilaian Tahun

2024

Periode yang Dinilai

Periode RPJMD 2021-2026

Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber Data

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Tujuan Strategis

Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Keluaran/ Hasil Kegiatan No Nama Keluaran/Hasil Kegiatan Target
1 |Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan 100%
2 |Persentase Penatausahaan Administrasi Umum 100%
3 |Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor 100%
4 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%
5 |Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan 100%
DPRD
6 |Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi 100%
DPRD
Program, Kegiatan dan Program:
Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan |Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dilakukan penilaian risiko Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

6. Layanan Administrasi DPRD

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan

2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum

3. Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

5. Persentase Fasilitasi Hak keuangan dan Kesejahteraan DPRD
6. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Ir A Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 2.c.2

Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Pemerintah Kota Denpasar

Penilaian Tahun

2024

Periode yang Dinilai

Periode RPJMD 2021-2026

Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

QOPD yang Dinilai

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber Data

Rénja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Tujuan Strategis

Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD

Program

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Keluaran/ Hasil Kegiatan

No Nama Keluaran/Hasil Kegiatan

Target

1 Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah
dan Peraturan DPRD

100%

2 |Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

100%

3 |Persentase rasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah

100%

100%

4 [Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD
5

Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Perseniase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan

100%

6 |Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan
Kode Etik DPRD

100%

7 |Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

100%

Program, Kegiatan dan
Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan
dilakukan penilaian risiko

Program:
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan:

. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
. Pembahasan Kebijakan Anggaran

. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

. Fasilitasi Tugas DPRD

N wN =

Keluaran/Hasil Kegiatan:
1. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD
2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

4. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

S. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan

Aspirasi Masyarakat

6. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

7. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda
Nama OPD

: Pemerintah Kota Denpasar
. Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. 2024
. Periode RENSTRA 2021-2026

. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Risiko Sebab Dampak
No |Tujuan/Sasaran Strategis| Indikator Kinerja trstan Kode Pemilik Uenlan Sl ciuc Usding Pihak yang
Risiko Terkena
b c d e f g h i j k
1 Tujuan Strategis : Indeks kepuasan
Meningkatnya Pelayanan |layanan kesekretariatan
Kesekretariatan DPRD DPRD
Sasaran Strategis : Persentase Fasilitasi
Pemenuhan fasilitasi Penyelenggaraan
penyelenggaraan kegiatan |Kegiatan DPRD sesuai
DPRD Peraturan Perundang-
Undangan
Program Penunjang Persentase pemenuhan |Belum optimalnya pemenuhan RS0.24.34.03.01 |Sekretaris DPRD |Kurangnya motivasi SDM dalam Internal Cc Terdapat pegawai yang Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan layanan kesekretariatan |layanan administrasi upaya efisiensi dan efektifitas tidak mencapai target
Daerah Kabupaten/Kota ‘.esekretariatan pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja
Sekretariat DPRD
Program Dukungan 1) Persentase Belum optimalnya fasilitasi RS0.24.34.03.02 |Sekretaris DPRD |1. Pelaku pelayanan kurang aktif  |Internal c Capaian indeks kepuasan |Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Tugas Dan |Kepuasan Layanan pelayanan tugas dan fungsi memberikan kuesioner kepada standar pelayanan
Fungsi DPRD Kesekretariatan DPRD |DFRD yaitu pembentukan Perda, pengguna layanan kesekretariatan DPRD tidak
2) Persentase Penganggaran dan Pengawasan 2. Pemilik pelayanan belum optimal tercapai
penyelenggaraan melakukan monev secara berkala
fasilitasi kegiatan- 3. Belum optimalnya kompetensi
kegiatan DPRD dalam SDM dalam
fungsi pembentukan penyusunan/pengelolaan
Perda, Penganggaran administrasi pelayanan
dan Pengawasan

Denpasar, 2 Januari 2024

Ir A Gde Made Bhaju Pravita, MM
/Nup. 196811141998031003




Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis OPD
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kota Denpasar

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

2024
1 Januari - 31 Desember 2024

Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Risiko Sebab Dampak
i Hugwim i ot Tahap Uraian pode. Pemilik Uraian sumber | V€ Uraian Pihak yang Terkena
a b c d e f g h i i k I
Program:
Program Penunjang Urusan |Persentase pemenuhan layanan |Pelaksanaan Belum optimainya RS0.24.34.03.01 Sekretaris DPRD|Kurangnya motivasi SDM Internal C  |Belum optimalnya Sekretariat DPRD
Pemerintahan Daerah kesekretariatan pemenuhan layanan dalam upaya efisiensi dan P han layanan
Kabupaten/Kota administrasi kesekretariatan efektifitas pelaksanaan tugas administrasi
dan fungsi Sekretariat DPRD kesekretariatan
Kegiatan:
1 Administrasi Keuangan Persentase Penatausahaan Perencanaan Kurang anggaran pembayaran |R00.24.34.03.01 Kabag Umum |1. Bendahara gaji kurang cermat Internal C Terlambatnya proses Sekretariat DPRD
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan gaji ASN dan Keuangan [menyusun perhitungan kebutuhan pembayaran gaji ASN
gaji
2. Bendahara gaji kurang
memahami sistem gaji
3. Terdapat peqawai mutasi
Perencanaan Penyusunan pernyataan palsu |RF.24.34.03 .01 Kabag Umum |1. Lemahnya pengawasan Internal C 1. Berpotensi menurunkan Sekretariat DPRD
pada saat pengisian model C dan Keuangan |2. Untuk mendapatkan integritas dan kinerja
yg berakibat kelebihan keuntungan pribadi Bendahara Gaji
pembayaran funjangan 3. Data base kepegawaian tidak 2. Kelebihan pembayaran
keluarga update gaji dan tunjangan ASN
Perlanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF .24 .34 03.02 Kabag Umum | 1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan |2. Belum optimalnya reward dan kerugian keuangan negara /
dengan bukti-bukti pengeluaran punishment kelebihan pembayaran gaji
yang tidak benar
2 Administrasi Umum Perangkat |Persentase Penatausahaan Pelaksanaan Proses pengadaan barang/jasa|RO0 .24.34.03.02 Kabag Umum [1. Belum Optimalnya penetapan Internal Cc Capaian realisasi fisik dan Sekretariat DPRD
Daerah Administrasi Umum tidak tepat waktu dan Keuangan |anggaran kas dengan keuangan lidak sesuai
penyelesaian pengadaan target
barang/jasa
2. Proses pengadaan
barang/jasa membutuhkan
proses yang panjang karena
Kompetensi SDM terbatas
3. Proses pemenuhan syarat
TKDN/PDN pada pengadaan
baranafiasa
Perencanaan Terjadi gratifikasi pada saat RF 24340303 Kabag Umum |1. Lemahnya pengawasan Internal C  |Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
penyusunan anggaran dan Keuangan |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
kebutuhan kantor dan Rencana keuntungan pribadi atau terdapat pemborosan
Kebutuhan BMD
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24.3403.04 Kabag Umum | 1. Lemahnya pengawasan Internal C Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD

Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
yang tidak benar

dan Keuangan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

kerugian keuangan negara




- Risiko Sebab Dampak
pa B s N S Tahap Uraian R":;: Pemilik Uraian Sumber | SV Uraian Pihak yang Terkena
a b c d e f ] h i j k I
3 Penyediaan Jasa Penunjang  |Persenlase Penatausahaan Jasa |Pelaksanaan Kekurangan anggaran untuk  |ROO .24 34 03.03 Kabag Umum |1. Penerimaan surat Undangan / Eksternal UC |Kebutuhan jasa penunjang Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan Daerah |Penunjang Kantor kebutuhan jasa penunjang dan Keuangan |Surat Pemberitahuan / usulan sebagaimana dimaksud
urusan Pemda yang membutuhkan pendanaan. tidak difasilitasi / ditunda
Namun, baru disampaikan pada prosesnya
tahun berjalan
2. Belum optimal pencermatan /
koordinasi antara pejabat
berwenang / perencana denga
stakeholder
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan  |RF.24.34.03.05 Kabag Umum |1. Lemahnya pengawasan Internal C  |Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat dan Keuangan |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran keuntungan pribadi atau terdapat pemborosan
kebutuhan jasa penunjang
kantor
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24.34.03.06 Kabag Umum | 1. Lemahnya pengawasan Internal (o] Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukti pengeluaran pelaporan
yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
4 Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah |Pelaksanaan Belum optimalnya R0O0.24.34.03.04 Kabag Umum |1. Pengurus Barang belum Internal C  |BMD berpotensi rusak dan Sekretariat DPRD
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pemeliharaan / perbaikan / dan Keuangan |optimal melakukan pemeliharaan kekurangan anggaran akibat
Pemerintahan Daerah Daerah perawatan BMD rutin terhadap pemakaian BMD biaya pemeliharaan BMD
2. Terbatasnya pegawai yang meningkat
memahami proses pemeliharaan
BMD
3. Belum optimalnya
pemanfaatan Teknologi Informasi
untuk inventarasasi barang
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan  |RF .24.34 03.07 Kaktag Umum | 1. Lemahnya pengawasan Internal o] Pelaksanaan pemeliharaan Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat dan Keuangan |2. Untuk mendapatkan berpotensi tidak dilakukan
tahap pemilihan penyedia keuntungan pribadi sesuai spesifikasi order /
kebutuhan
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24 34.03.08 Kabag Umum (1. Lemahnya pengawasan Internal o4 Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukli-bukli pengeluaran pelaporan
yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
5 Layanan Keuangan dan Persentase Fasilitasi Hak Pelaksanaan Pengadaan pakaian dan atribut|RO0.24.34 03 05 Kabag Umum | Proses fitting pakaian dinas Eksternal UC |Penerimaan pakaian Sekretariat DPRD
Kesejahteraan DPRD Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 2024-2029 dan Keuangan |menunggu penetapan calon dan/atau atribut secara
DPRD tertunda/tidak tepat waktu terpilih dari KPU lengkap DPRD setelah
pelantikan DPRD
Perencanaan Penyusunan pernyataan/ RF .24.34.03.09 Kabag Umum | 1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi mengalami Sekretariat DPRD
dokumen palsu sebagai bukti dan Keuangan |2. Lemahnya verifikasi kelebihan pembayaran gaji
pendukung pemberian bendahara gaiji terhadap anggota dewan
tuniangan dokumen bersangkutan
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24.34.03.10 Kabag Umum |1. Lemahnya pengawasan Internal C  [Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD

Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukli-bukti pengeluaran

yang tidak benar

dan Keuangan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

kerugian keuangan negara




Risiko Sebab Dampak
e Kagaan Kelurad Tahap Uraian :l:?k: Pemilik Uraian Sumber Al Uraian Pihak yang Terkena
a b c d e f ] h i j k 1
6 Layanan Administrasi DPRD  |Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Belum optimalnya fasilitasi R0O0.24.34.03.06 Kabag 1. Belum Optimalnya Internal c Capaian keuangan tidak Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Hak Administrasi rapat paripurna dan fraksi Persidangan dan | penganggaran kebutuhan sesuai target
DPRD DPRD Perundang-  [fasilitasi rapat
Undangan 2. Terbatasnya kompetensi SDM
dalam memfasilitasi rapal
paripurna
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan |RF.24,34.03.11 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat Persidangan dan (2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran Perundang-  |keuntungan pribadi alau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan Undangan
fasilitasi Rapat Fraksi dan
Paripuma DPRD
Perlanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24.3403.12 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Internal C Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban Persidangan dan | 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukli-bukti pengeluaran Perundang- pelaporan
yang tidak benar Undangan 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
Program:
Program Dukungan 1) Persentase Kepuasan Pelaksanaan Belum optimalnya fasilitasi |RS0.24.34.03.02 Sekretaris DPRD|1. Pelaku pelayanan kurang Internal C  |Capaian indeks kep S riat DPRD
Pelaksanaan Tugas Dan Layanan Kesekretariatan DPRD pelayanan tugas dan fungsi aktif memberikan kuesioner standar pelayanan
Fungsi DPRD 2) Persentase penyelenggaraan DPRD yaitu pembentukan kepada pengguna layanan kesekretariatan DPRD
fasilitasi keglatan-kegiatan DPRD Perda, Penganggaran dan 2. Pemilik pelayanan belum tidak tercapai
dalam fungsi pembentukan Pengawasan optimal melakukan monev
Perda, Penganggaran dan secara berkala
Pengawasan 3. Belum optimainya
kompetensi SDM dalam
ey bl .
administrasi pelayanan
Kegiatan:
7 Pembentukan Peraturan Persentase Fasilitasi Pembentukan |Pelaksanaan Penyelesaian pembahasan RO0.2434.03.07 Kabag 1. Penyampaian dokumen Eskternal UC |Tidak tercapai target Sekretariat DPRD
Daerah dan Peraturan DPRD | Peraturar. Daerah <an Peraturan ranperda insiasitif tidal tepat Persidangan dan |nasl:zh akadcmis yang disusun propemperda ya.g sudah
DPRD waktu Perundang-  |oleh tim penyusun Ranperda ditetapkan
Undangan tidak tepat waktu
2. Penyampaian draft Ranperda
oleh eksekutif tidak tepat waktu
3. Terdapat beberapa kali
pembahasan ranperda inisiatif
yang menyebabkan revisi berkali-
kali
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan (RF.24.34.03.13 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Internal C  |Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saa Persidangan dan | 2. Untuk mendapatnan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran Perundang-  [keuntungan pribadi atau terdapat pemborosan
kebuluhan pelaksanaan Undangan
fasilitasi lugas Bapemperda
DPRD
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF 24340314 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Perlanggungjawaban Persidangan dan | 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukli pengeluaran Perundang- pelaporan
yang tidak benar Undangan 3. Unluk mendapatkan
keuntungan pribadi
8 Pembahasan Kebijakan Persentase Fasilitasi Pembahasan |Pelaksanaan Fasilitasi proses penetapan R00.24 34.03.08 Kabag Fasilitasi | Tidak tepat waktunya hasil Internal c Pelaksanaan APBD menjadi Sekretariat DPRD
Anggaran Kebijakan Anggaran Ranperda APBD tidak tepat Penganggaran |evaluasi Ranperda APBD dari tertunda
waktu dan Pengawasan | Gubernur disampaikan ke DPRD




Risiko Sebab Dampak
i i WOE KA Tahap Uraian RK;::: Pemilik Uraian sumber | S Uraian Pihak yang Terkena
a b c d e f g h i i k |
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan |RF.24.3403.15 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal C Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat Penganggaran |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran dan Pengawasan | keuntungan pribadi alau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Badan
Anggaran DPRD
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24.34 03.16 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal C Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban Penganggaran |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukli pengeluaran dan Pengawasan | pelaporan
yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
) Pengawasan Penyelenggaraan | Persentase Fasilitasi Pengawasan |Pelaksanaan Belum optimalnya fasilitasi R0O0.24.34.03.09 Kabag Fasilitasi |Belum optimalnya kompetensi Internal C  |Belum optimalnya Sekretariat DPRD
Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintah kegiatan pengawasan DPRD Penganggaran |SDM memfasilitasi kegiatan pencapaian kinerja
dan Pengawasan |pengawasan DPRD dalam
penyusunan administrasi
kegiatan
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan  |RF.24.34 03,17 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat Penganggaran |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran dan Pengawasan | keuntungan pribadi alau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Komisi DPRD
Perlanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF .24 34.03.18 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban Penganggaran |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukti pengeluaran dan Pengawasan |pelaporan
yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
10  |Peningkatan Kapasitas DPRD |Persentase Fasilitasi Peningkatan |Perencanaan Kekurangan jumiah RO0.24.34.03.10 Kabag Umum |Kurang cermatnya perhitungan Intemal Cc Belum optimalnya Sekretariat DPRD
Kapasitas DPRD pendamping pelaksanaan dan Keuangan |anggaran pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja
fasilitasi peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas DPRD
DPRD
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan |RF.24.34.03.19 Kabag Umum 1. Lemahnya pengawasan Internal Cc Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat dan Keuangan (2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran keuntungan pribadi atau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan dan
fasilitasi Bimtek DPRD,
Audiensi DPRD, dan Bamus Kabag
DPRD, serta fasilitasi Persidangan dan
penyediaan Kelompok Pakar Perundang-
AKD dan Tenaga Ahli Fraksi Undangan
DPRD
Pertanggungjawaban | Penyusunan/Penyampaian RF 243403 20 Kabag Umum | 1. Lemahnya pengawasan Internal c Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban dan Keuangan |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukti pengeluaran pelaporan
yang tidak benar dan 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
Kabag
Persidangan dan
Perundang-
Undanaan
1 Penyerapan dan Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Proses pencairan pendanaan |RO0.24.3403.11 Kabag Fasilitasi |Pegawai yang bertugas Internal C  |Capaian realisasi keuangan Sekretariat DPRD
Penghimpunan Aspirasi Penyelenggaraan Penyerapan dan kegiatan terlambat Penganggaran |memfasilitasi belum optimal tidak lepat wakiu

Masyarakat

Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

dan Pengawasan

memberikan pemahaman kepada
penyedia / pelaksana kegiatan
untuk menyelesaikan administrasi
secara tepat waktu




Risiko Sebab Dampak
A neglatan ol A Tahap Uraian Ricl S5 iulm' Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
a b < d e f g h i k I
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan |RF.24.34.03.21 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat Penganggaran |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran dan Pengawasan |keuntungan pribadi atau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Reses DPRD
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampalan RF.24.34.03.22 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban Penganggaran |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukti pengeluaran dan Pengawasan |pelaporan
yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
12 |Pelaksanaan dan Pengawasan |Persentase Fasilitasi Pelaksanaan |Pelaksanaan Belum optimalnya fasilitasi R0OO0.24.34.03.12 Kabag Fasilitasi |Belum optimainya kompetensi Internal Belum optimalnya Sekretariat DPRD
Kode Etik DPRD dan Pengawasan Kode Etik DPRD pelaksanaan dan pengawasan Penganggaran |SDM memfasililasi pelaksanaan pencapaian kinerja
kode etik DPRD dan Pengawasan |dan pengawasan kode etik dalam
penyusunan administrasi
kegiatan
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan |RF.24.34.03.23 Kabag Fasilitasi |1. Lerahnya pengawasan Internal Berpotensi realisasi Sekretariat DPRD
dalam pengadaan pada saat Penganggaran |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran dan Pengawasan | keuntungan pribadi atau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Badan Kehormatan
DPRD
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF.24.34.03.24 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Internal Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban Penganggaran |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukli-bukti pengeluaran dan Pengawasan | pelaporan
yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi
13 |Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Fasilitasi Tugas DPRD |Perencanaan Belum optimalnya fasilitasi R00.24.34.03.13 Kabag Terbatasnya kompetensi SDM Internal Capaian realisasi fisik dan Sekretariat DPRD
pelaksanaan tugas DPRD Persidangan dan | dalam memfasilitasi tugas DPRD keuangan tidak sesuai
Perundang- target
Undanaan
Perencanaan Terjadi benturan kepentingan  |RF.24.34.03.25 \iabag 1. Lemahnya pengawasan Interrial Berpotensi realisasi Sekretariat CFRD
dalam pengadaan pada saat Persidangan dan |2. Untuk mendapatkan pengadaan tidak efisien
penyusunan anggaran Perundang- keuntungan pribadi alau terdapat pemborosan
kebutuhan pelaksanaan Undangan
fasilitasi tugas Pimpinan DPRD
Pertanggungjawaban Penyusunan/Penyampaian RF .24 34.03.26 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Internal Berpotensi menimbulkan Sekretariat DPRD
Laporan Pertanggungjawaban Persidangan dan | 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk kerugian keuangan negara
dengan bukti-bukli pengeluaran Perundang-  |pelaporan
yang tidak benar Undangan 3. Untuk mendapatkan

keuntungan pribadi

.| Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 186811141998031003




FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda

Tahun Penilian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Kota Denpasar
. 2024
. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Analisis Risiko

"Risiko" yang Teridentifikasi

Kode Risiko

Skala Dampak

Skala Kemungkinan

Skala Resiko

b

Cc

d

f=dxe

Risiko Strategis Pemda

NIHIL

Risiko Strategis OPD :
Sekretariat DPRD

Belum optimalnya pemenuhan
layanan administrasi
kesekretariatan

RS0.24.34.03.01

Belum optimalnya fasilitasi
pelayanan tugas dan fungsi
DPRD yaitu pembentukan Perda,
Penganggaran dan Pengawasan

RS0.24.34.03.02

Risiko Operasional OPD :
Sekretariat DPRD

Kurang anggaran pembayaran
gaji ASN

R0O0.24.34.03.01

Penyusunan pernyataan palsu
pada saat pengisian model C yg

RF.24.34.03.01

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban

RF.24.34.03.02

Proses pengadaan barang/jasa
tidak tepat waktu

R0OQO.24.34.03.02

Terjadi gratifikasi pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.03

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban

RF.24.34.03.04

Kekurangan anggaran untuk
kebutuhan jasa penunjang urusan

R0O0.24.34.03.03

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat

RF.24.34.03.05

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban

RF.24.34.03.06

10

Belum optimalnya pemeliharaan /
perbaikan / perawatan BMD

R0O0.24.34.03.04

11

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat

RF.24.34.03.07

12

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban

RF.24.34.03.08

13

Pengadaan pakaian dan atribut
DPRD 2024-2029 tertunda/tidak

R0O0O.24.34.03.05

14

Penyusunan pernyataan/
dokumen palsu sebagai bukti

RF.24.34.03.09

15

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban

RF.24.34.03.10

16

Belum optimalnya fasilitasi rapat
paripurna dan fraksi DPRD

R0O0.24.34.03.06

17

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat

RF.24.34.03.11

18

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban

RF.24.34.03.12

19

Penyelesaian pembahasan
ranperda insiasitif tidak tepat
waktu

R0O0.24.34.03.07

20

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.13

21

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran

RF.24.34.03.14

22

Fasilitasi proses penetapan
Ranperda APBD tidak tepat
waktu

R0O0.24.34.03.08

23

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.15




No.

Kode Risiko

Skala Dampak

Skala Kemungkinan

Skala Resiko

"Risiko" yang Teridentifikasi
b

c

d

f=dxe

24

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
yang tidak benar

RF.24.34.03.16

2

1

2

25

Belum optimalnya fasilitasi
kegiatan pengawasan DPRD

R0O0.24.34.03.09

26

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.17

27

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran

RF.24.34.03.18

28

Kekurangan jumlah pendamping
pelaksanaan fasilitasi
peningkatan kapasitas DPRD

R00.24.34.03.10

29

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.19

30

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran

RF.24.34.03.20

31

Proses pencairan pendanaan
kegiatan terlambat

R00.24.34.03.11

32

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.21

33

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran

RF.24.34.03.22

34

Belum optimalnya fasilitasi
pelaksanaan dan pengawasan
kode etik DPRD

R00.24.34.03.12

35

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan

RF.24.34.03.23

36

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran

RF.24.34.03.24

37

Belum optimalnya fasilitasi
pelaksanaan tugas DPRD

R0O0.24.34.03.15

38

Terjadi benturan kepentingan
dalam pengadaan pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan
pelaksanaan fasilitasi tugas
Pimpinan DPRD

RF.24.34.03.25

39

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran

RF.24.34.03.26

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD.Kota Denpasar

Ir. |’Gde Made Bhaju Pravita, MM

/ NIP. 196811141998031003




Form 5

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Kota Denpasar
. 2024
. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
. _Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak
a b c d e f g
| Risiko Strategis
Pemda
NIHIL
I Risiko Strategis OPD :
Sekretariat DPRD
1 Belum optimalnya RSC.24.34.03.01 2 Sekretaris DPRD |Kurangnya motivasi SDM dalam upaya Terdapat pegawai yang tidak
pemenuhan layanan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas |mencapai target kinerja
administrasi dan fungsi Sekretariat DPRD
kesekretariatan
2 Belum optimalnya RS0.24.34.03.02 2 Sekretaris DPRD |1. Pelaku pelayanan kurang aktif Capaian indeks kepuasan

fasilitasi pelayanan
tugas dan fungsi DPRD
yaitu pembentukan
Perda, Penganggaran
dan Pengawasan

memberikan kuesioner kepada pengguna
layanan

2. Pemilik pelayanan belum optimal
melakukan monev secara berkala

3. Belum optimalnya kompetensi SDM

dalam penyusunan/pengelolaan

standar pelayanan
kesekretariatan DPRD tidak
tercapai




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak
a b c d e f 9
Risiko Operasional
il |OPD:
Sekretariat DPRD
Kurang anggaran R0O0.24.34.03.01 2 Kabag Umum dan (1. Bendahara gaji kurang cermat menyusun |Terlambatnya proses

pembayaran gaji ASN Keuangan perhitungan kebutuhan gaiji pembayaran gaji ASN
Penyusunan pernyataan RF.24.34.03.01 2 Kabag Umum dan |1. Lemahnya pengawasan 1. Berpotensi menurunkan
palsu pada saat Keuangan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi |integritas dan kinerja Bendahara
pengisian model C yg 3. Data base kepegawaian tidak update Gaji

berakibat kelebihan 2. Kelebihan pembayaran gaji
pembayaran tunjangan dan tunjangan ASN

keluarga

Penyusunan/Penyampai| RF.24.34.03.02 2 Kabag Umum dan |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan

an Laporan Keuangan 2. Belum optimalnya reward dan punishment |kerugian keuangan negara /
Pertanggungjawaban kelebihan pembayaran gaji
dengan bukti-bukti

pengeluaran yang tidak

benar

Proses pengadaan RO0.24.34.03.02 2 Kabag Umum dan [1. Beium Gptimalnya penetapan anggarar  |Capaian realisasi fisik dan
barang/jasa tidak tepat Keuangan kas dengan penyelesaian pengadaan keuangan tidak sesuai target
waktu barang/jasa

Terjadi gratifikasi pada RF.24.34.03.03 2 Kabag Umum dan |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan
saat penyusunan Keuangan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi  [tidak efisien atau terdapat
anggaran kebutuhan pemborosan

kantor dan Rencana

Kebutuhan BMD

Penyusunan/Penyampai| RF.24.34.03.04 2 Kabag Umum dan|1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan

an Laporan Keuangan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan|kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak

a b c d = f g
Kekurangan anggaran R0OO0.24.34.03.03 2 Kabag Umum dan |1. Penerimaan surat Undangan / Surat Kebutuhan jasa penunjang
untuk kebutuhan jasa Keuangan Pemberitahuan / usulan yang membutuhkan [sebagaimana dimaksud tidak
penunjang urusan pendanaan. Namun, baru disampaikan pada |difasilitasi / ditunda prosesnya
Pemda tahun berjalan
Terjadi benturan RF.24.34.03.05 2 Kabag Umum dan |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan

kepentingan dalam
pengadaan pada saat
penyusunan anggaran

Keuangan

2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

tidak efisien atau terdapat
pemborosan

kebutuhan jasa

penunjang kantor

Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.06 2 Kabag Umum dan|1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Keuangan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan|kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dengan bukti-bukti

pengeluaran yang tidak

benar

Belum optimalnya RO0.24.34.03.04 2 Kabag Umum dan |1. Pengurus Barang belum optimal BMD berpotensi rusak dan
pemeliharaan / Keuangan melakukan pemeliharaan rutin terhadap kekurangan anggaran akibat
perbaikan / perawatan pemakaian BMD biaya pemeiliharaan BMD
BMD 2. Terbatasnya pegawai yang memahami meningkat

Terjadi benturan RF.24.34.03.07 2 Kabag Umum dan 1. Lemahnya pengawasan Pelaksanaan pemeliharaan
kepentingan dalam Keuangan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi |berpotensi tidak dilakukan
pengadaan pada saat sesuai spesifikasi order /
tahap pemilihan kebutuhan

penyedia

Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.08 2 Kabag Umum dan 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Keuangan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan |kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak

a b c d e f g
Pengadaan pakaian dan| R00.24.34.03.05 2 Kabag Umum dan |Proses fitting pakaian dinas menunggu Penerimaan pakaian dan/atau
atribut DPRD 2024-2029 Keuangan penetapan calon terpilih dari KPU atribut secara lengkap DPRD
tertunda/tidak tepat setelah pelantikan DPRD
waktu
Penyusunan RF.24.34.03.09 2 Kabag Umum dan 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi mengalami kelebihan

pernyataan/ dokumen
palsu sebagai bukti
pendukung pemberian

Keuangan

2. Lemahnya verifikasi bendahara gaji
terhadap dokumen bersangkutan

pembayaran gaji anggota dewan

tunjangan
Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.10 2 Kabag Umum dan|1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Keuangan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan |kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar
Belum optimalnya R0OO0.24.34.03.06 2 Kabag 1. Belum Optimalnya penganggaran Capaian keuangan tidak sesuai
fasilitasi rapat paripurna Persidangan dan |kebutuhan fasilitasi rapat target
dan fraksi DPRD Perundang- 2. Terbatasnya kompetensi SDV dalam

Undangan memfasilitasi rapat paripurna
Terjadi benturan RF.24.34.03.11 2 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan
kepentingan dalam Persidangan dan |2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi |tidak efisien atau terdapat
pengadaan pada saat Perundang- pemborosan
penyusunan anggaran Undangan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Rapat Fraksi
dan Paripurna DPRD
Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.12 2 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Persidangan dan |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan |kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban Perundang- 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dengan bukti-bukti Undangan

pengeluaran yang tidak
benar




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak

a b c d e f g
Penyelesaian ROO0.24.34.03.07 2 Kabag 1. Penyampaian dokumen naskah akademis |Tidak tercapai target
pembahasan ranperda Persidangan dan |yang disusun oleh tim penyusun Ranperda |propemperda yang sudah
insiasitif tidak tepat Perundang- tidak tepat waktu ditetapkan
waktu Undangan 2. Penyampaian draft Ranperda oleh
Terjadi benturan RF.24.34.03.13 2 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan
kepentingan dalam Persidangan dan (2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi [tidak efisien atau terdapat
pengadaan pada saat Perundang- pemborosan
penyusunan anggaran Undangan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas
Bapemperda DPRD
Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.14 2 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Persidangan dan |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan [kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban Perundang- 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dengan bukti-bukti Undangan
pengeluaran yang tidak
benar
Fasiiitasi proses ROC.24.34.02.08 2 Kabag Fasilitasi | Tidak tepat waktunya hasil evaluasi Pelaksanaan APBD menjadi

penetapan Ranperda
APBD tidak tepat waktu

Penganggaran
dan Pengawasan

Ranperda APBD dari Gubernur disampaikan
ke DPRD

tertunda

Terjadi benturan
kepentingan dalam
pengadaan pada saat
penyusunan anggaran
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Badan
Anggaran DPRD

RF.24.34.03.15

Kabag Fasilitasi
Penganggaran
dan Pengawasan

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi pengadaan
tidak efisien atau terdapat
pemborosan




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak

a b c d e f g
Penyusunan/Penyampai| RF.24.34.03.16 2 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Penganggaran 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan |kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban dan Pengawasan |3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

Belum optimalnya
fasilitasi kegiatan
pengawasan DPRD

R0OO0.24.34.03.09

Kabag Fasilitasi
Penganggaran
dan Pengawasan

Belum optimalnya kompetensi SDM
memfasilitasi kegiatan pengawasan DPRD
dalam penyusunan administrasi kegiatan

Belum optimalnya pencapaian
kinerja

Terjadi benturan
kepentingan dalam
pengadaan pada saat
penyusunan anggaran
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Komisi
DPRD

RF.24.34.03.17

Kabag Fasilitasi
Penganggaran
dan Pengawasan

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi pengadaan
tidak efisien atau terdapat
pemborosan

Penyusunan/Penyampai
an Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.24.34.03.18

Kabag Fasilitasi
Penganggaran
dan Pengawasan

1. Lemahnya pengawasan
2. Lemahriya verifikasi bukti untuk pelaporan
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

Kekurangan jumlah
pendamping
pelaksanaan fasilitasi
peningkatan kapasitas
DPRD

RO0.24.34.03.10

Kabag Umum dan
Keuangan

Kurang cermatnya perhitungan anggaran
pelaksanaan kegiatan peningkatan
kapasitas DPRD

Belum optimalnya pencapaian
kinerja




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak
a b - d e f g

Terjadi benturan RF.24.34.03.19 2 Kabag Umum dan 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan
kepentingan dalam Keuangan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi [tidak efisien atau terdapat
pengadaan pada saat pemborosan
penyusunan anggaran dan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Bimtek DPRD, Kabag
Audiensi DPRD, dan Persidangan dan
Bamus DPRD, serta Perundang-
fasilitasi penyediaan Undangan
Kelompok Pakar AKD
dan Tenaga Ahli Fraksi
DPRD
Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.20 2 Kabag Umum dan|1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Keuangan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan |kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dengan bukti-bukti dan
pengeluaran yang tidak
benar Kabag

Persidangan dan

Perundang-

Undangan
Proses pencairan R0O0.24.34.03.11 2 Kabag Fasilitasi |Pegawai yang bertugas memfasilitasi belum [Capaian realisasi keuangan
pendanaan kegiatan Penganggaran optimal memberikan pemahaman kepada tidak tepat waktu
terlambat dan Pengawasan |penyedia / pelaksana kegiatan untuk

menyelesaikan administrasi secara tepat

Terjadi benturan RF.24.34.03.21 2 Kabag Fasilitasi 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan

kepentingan dalam
pengadaan pada saat
penyusunan anggaran
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Reses DPRD

Penganggaran
dan Pengawasan

2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

tidak efisien atau terdapat
pemborosan




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak

a b [ d e f g
Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.22 2 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Penganggaran 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan |kerugian keuangan negara

Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

dan Pengawasan

3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Belum optimalnya R0O0.24.34.03.12 2 Kabag Fasilitasi |Belum optimalnya kompetensi SDM Belum optimalnya pencapaian
fasilitasi pelaksanaan Penganggaran memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan |kinerja

dan pengawasan kode dan Pengawasan (kode etik dalam penyusunan administrasi

etik DPRD kegiatan

Terjadi benturan RF.24.34.03.23 2 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan
kepentingan dalam Penganggaran 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi |tidak efisien atau terdapat
pengadaan pada saat dan Pengawasan pemborosan

penyusunan anggaran

kebutuhan pelaksanaan

fasiiitasi Badan

Kehormatan DPRD

Penyusunan/Penyampai| RF.24.34.03.24 2 Kabag Fasilitasi |1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan

an Laporan Penganggaran 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan|kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban dan Pengawasan (3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dengan bukti-bukti

pengeluaran yang tidak

benar

Belum cptimalnya ROO0.24.34.03.12 2 Kabag Terbatasnya kompetensi SDM dalam Capaian realisasi fisik dan
fasilitasi pelaksanaan Persidangan dan |memfasilitasi tugas DPRD keuangan tidak sesuai target
tugas DPRD Perundang-

Undangan




Skala

No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak

a b c d c f g
Terjadi benturan RF.24.34.03.25 2 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi pengadaan
kepentingan dalam Persidangan dan |2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi |tidak efisien atau terdapat
pengadaan pada saat Perundang- pemborosan
penyusunan anggaran Undangan
kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Pimpinan
DPRD
Penyusunan/Penyampai RF.24.34.03.26 2 Kabag 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi menimbulkan
an Laporan Persidangan dan |2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan [kerugian keuangan negara
Pertanggungjawaban Perundang- 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dengan bukti-bukti Undangan

pengeluaran yang tidak
benar

Denpasar, 2 Januari 2024

Sekretaris DP

Kota Denpasar

Gde Made Bhaju Pravita, MM

" NIP. 196811141998031003




Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian : 2024

N Kondisi Lingkungan Pengendalian yang | Rencana Tindak Perbaikan | Penanggung Target Waktu Realisasi
& Kurang Memadai Lingkungan Pengendalian jawab Penyelesaian Penyelesaian
a b c d e f

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Nihil

Komitmen Terhadap Kompetensi

Nihil

Kepemimpinan yang Kondusif

Nihil
IV _[Pembentukan Struktur organisasi sesuai kebutuhan
Nihil
V_|Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Nihil
VI |Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Nihil
Vil |Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Nihil
VIl |Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
Nihil
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Denpasar, 2 Januari
Sekretaris DPRD

151 Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA

(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Daerah Kota Denpasar
. 2024

. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Uraian Pengendalian yang

Pemilik/Penanggung Target Waktu

No Risiko Prioritas Kode Risiko Sudah Ada ) Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian FEE Penyelesaian
a b c d e f g h
I |Risiko Strategis Pemda

Nihil

Il [Risiko Strategis OPD
Nihil

Il |Risiko Operasional OPD
Nihil

Denpasar, 2 Januagr 2024

/| Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Daerah Kota Denpasar

- 2024

: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

. . . Rencana N
M , : : :
No Kegiatan Ffengendahan Yang edla/Bentuk Sarana Penyodia ifannas| Penerima Infarmasi Waktii Realisasi Waktu Keterangan
dibutuhkan Pengkomunikasian Pelaksanaan
Pelaksanaan
a b g d e f g h

NIHIL

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRP'Kota Denpasar

. | Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Tahun Penilaian 02024
Tujuan Strategis - Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
Urusan Pemerintahan . Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kegiatan Pengendalian Yang o Penanggung Jawab BT Vi Realisasi Waktu
No . Pemantauan Yang Pelaksanaan Keterangan
dibutuhkan : Pemantauan Pelaksaan
Diperlukan Pemantauan
a b c d e i g
NIHIL

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

. | Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003




Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Daerah Kota Denpasar

12024

: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

. Kejadian Risiko Rencana Realisasi
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Tangga:ll Sebab Dampak Ket RTP Pelaksanaan RTP | F¢laksanaan Ket
terjadi RTP
a b c d e f g h i j Kk
| |Risiko Strategis Pemda
1 NIHIL

Masalah/Risiko Baru

Risiko Strategis OPD

Belum optimalnya pemenuhan layanan
administrasi kesekretariatan

RS0.24.34.03.01

Kurangnya motivasi SDM dalam
upaya efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD

Terdapat pegawai yang
tidak mencapai target
kinerja

optimalisasi dialog kinerja dan monev berkala

Triwulan | - IV

Belum optimalnya fasilitasi pelayanan
tugas dan fungsi DPRD yaitu

1. Pelaku pelayanan kurang aktif
memberikan kuesioner kepada
pengguna layanan

2. Pemilik pelayanan belum
optimal melakukan meonev secara

Capaian indeks kepuasan
standar pelayanan

pembentukan Perda, Penganggaran RS0O.24.34.03.02 Weikata kesekietariatan DFRD optimalisasi dialog kinerja dan monev berkala | Triwulan | - IV
dan Pengawasan 3. Belum optimalnya kompetensi |tidak tercapai
SDM dalam
penyusunan/pengelolaan
administrasi pelayanan
Masalah/Risiko Baru
Ili_|Risiko Operasional OPD
1. Bendahara gaji kurang cermat
menyusun perhitungan kebutuhan
4 |Kurang anggaran pembayaran gaiji ROO.24 34 03.01 gaji ) Terlambatnya proses Melakukan rekonsiliasi kebutuhan gaji secara Triwulan [ - IV
ASN 2. Bendahara gaji kurang pembayaran gaji ASN berkala
memahami sistem gaji
3. Terdapat pegawai mutasi
Penyusunan pernyataan palsu pada ; biﬂihgﬁgzng;gzsan :ﬁteBerrif:;ednasr: r;:z:._l;unkan 1. Perbaharuan Model C dan Pakta Integritas
2 (Beat pengisian madel C yg berakbat o oy 4y s 0 Keiaeanorbad Bendahara Gaji AHLSpane B Triwulan | - IV
kelebihan pembayaran tunjangan o ganp o 2 J 2. Rekonsiliasi Gaji berkala
keluarga 3. Data base kepegawaian tidak  |2. Kelebihan pembayaran
update gaji dan tunjangan ASN
1. Optimalisasi penggunaan SIMAKDIHATI
. Berpotensi menimbulkan untuk monitoring kinerja pegawai ASN
Penyusunan/Penyampaian Laporan 1. Lemahnya pengawasan : p :
3 |Pertanggungjawaban dengan bukti- RF.24.34.03.02 2. Belum optimalnya reward dan KeTRgETY keURRgEr rRgam 2. Penerbitan Surat pemanggilan kepada Triwulan | - IV

bukti pengeluaran yang tidak benar

punishment

! kelebihan pembayaran
gaji

ASN yang melanggar kode Etik /
mengimplementasikan sistem reward &
punishment berdasarkan capaian kinerja




Kejadian Risiko enind Realisasi
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risik
yang 0 Tan_gg?l Sebab itk Ket RTP Pelaksanaan RTP Pelaksanaan Ket
terjadi RTP
1. Belum Optimalnya penetapan
anggaran kas dengan 1. Penjenjangan kinerja pada bagian umum
penyelesaian pengadaan dan keuangan
barang/jasa 2. Monev berkala
) . 2. Proses pengadaan barang/jasa |Capaian realisasi fisik dan 3. Penetapan SPT Admin Pembantu
4 Proses pengadaan barang/jasa tidak ROO.24 34 03.02

tepat waktu

membutuhkan proses yang
panjang karena Kompetensi SDM
terbatas

3. Proses pemenuhan syarat
TKDN/PDN pada pengadaan

barang/jasa

Terjadi gratifikasi pada saat
penyusunan anggaran kebutuhan
kantor dan Rencana Kebutuhan BMD

RF.24.34.03.03

keuangan tidak sesuai
target

Pengadaan dengan memanfaatkan SDM
yang tersedia

4. Koordinasi yang intensif dengan
disperindag / mengusulkan surat permohonan
rekomendasi PDN

Triwulan | - IV

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Penguatan internalisasi dengan atasan
langsung

2. pencermatan/penelitian anggaran secara
berkala dan bersifat pembahasan terbuka
bersama TAPD

Triwulan | - IV

Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.04

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

Kekurangan anggaran untuk
kebutuhan jasa penunjang urusan
Pemda

R0O0.24.34.03.03

1. Penerimaan surat Undangan /
Surat Pemberitahuan / usulan
yang membutuhkan pendanaan.
Namun, baru disampaikan pada
tahun berjalan

2. Belum optimal pencermatan /
koordinasi antara pejabat
berwenang / perencana denga
stakeholder

Kebutuhan jasa penunjang
sebagaimzana dimaksud
tidak difasilitasi / ditunda
prosesnya

- Mengusulkan pergeseran anggaran selama
membutuhkan anggaran
- Melakukan dialog kinerja

Triwulan | - IV

Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan jasz penunjang
kantor

RF.24.34.03.05

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Penguatan internalisasi dengan atasan
langsung

2. pencermatan/penelitian anggaran secara
berkala dan bersifat pembahasan terbuka
bersama TAPD

Triwulan | - IV

Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.06

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV




Kejadian Risiko Bonidoa Realisasi
No| “Risiko” yang Teridentifikasi i Ket
yang i Kode Risiko Tan'ggal Sebab Dampak Ket RTP Pelaksanaan RTP Pelaksanaan e
terjadi RTP
1. Pengurus Barapg belum o'ptlmal 1. Penyempurnaan Penjadwalan
melakukan pemeliharaan rutin .
: pemeliharaan BMD
terhadap pemakaian BMD . - —
. 2. Terbatasnya pegawai yang BMD berpotensi rusak dan 2. Mengupdate secara rutin inventarisasi
Bel i : i i
10 elum optimalnya pemeliharaan / ROO .24 34 03.04 kekurangan anggaran pemeliharaan dengan pemanfaatan teknologi Triwulan | - IV

perbaikan / perawatan BMD

memahami proses pemeliharaan
BMD

3. Belum optimalnya pemanfaatan
Teknologi Informasi untuk
inventarasasi barang

akibat biaya pemeliharaan
BMD meningkat

informasi untuk inventarisasi pemeliharaan
BMD

3. Dialog kinerja dalam rangka pembagian
tugas pengelolaan BMD

Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat tahap pemilihan
penyedia

RF.24.34.03.07

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Pelaksanaan pemeliharaan
berpotensi tidak dilakukan
sesuai spesifikasi order /
kebutuhan

1. Penguatan internalisasi pekerjaan

2. Penyusunan KAK / HPS / RAB secara
jelas sebelum proses pengadaan

3. Optimalisasi penggunaan teknologi
informasi dalam pengelolaan BMD

4. Peningkatan kompetensi dalam rangka
peningkatan integritas pejabat berwenang
5. Melakukan epurchasing untuk pengadaan
pemeliharaan

Triwulan | - IV

Penyusunan/Penyampaian Laporan

1. Lemahnya pengawasan
2. Lemahnya verifikasi bukti untuk

Berpotensi menimbulkan

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa
2. Penguatan internalisasi antar pejabat

; ; berwenang :
12 |Pertanggungjawaban dengan bukti- RF.24.34.03.08 pelaporan 4 : . Triwulan | - IV
bukti pengeluaran yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan kerugian keuangan n=gara 3. Penmgkatan kompetensi venﬁkator daq -
RS pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
keuntungan pribadi .
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah
: 2 Proses fitting pakaian dinas Pencrimaan‘ pakazen :
13 Pengadaan pakaian dan atribut DPRD ROO 24 34 03.05 e e ananci samedin dan/atau atribut secara Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder Triwulan 1=V
2024-2029 tertundartidak tepat waktu LA 994 penaiap lengkap DPRD setelah beserta KPU
terpilih dari KPU -
pelantikan DPRD
1. Rekonsialiasi Gaji
1. Lemahnya pengawasan Berpotensi mengalami 2. Membuat Pakta Integritas
Penyusunan pernyataan/ dokumen = A . .
14 |palsu sebagai bukti pendukung RF 24 34.03 09 2. Femahnya verifikasi bendahara |kelebihan pembayaran gaji 3. Membuat S_urat Kugsa _Pemotpngan Gaji Triwulan I - IV
. ‘ gaji terhadap dokumen anggota dewan 4. Penguatan internalisasi pekerjaan dengan
pemberian tunjangan
bersangkutai: atasan langsung
1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa
1; Lamabnya phagawasan 2. Penguatan internalisasi antar pejabat
Penyusunan/Penyampaian Laporan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk |5 % auatRiinemal Pej
15 |Pertanggungjawaban dengan bukti-  |RF.24.34.03.10 Srpotens) manmmaian erwenang Triwulan | - IV

bukti pengeluaran yang tidak benar

pelaporan
3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

kerugian keuangan negara

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah




Kejadian Risiko Rbfcane Realisasi
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Tanlggel Sebab Dampak Ket RTP Pelaksanaan RTP Pelaksanaan | Ket
terjadi RTP
1. Peningkatan kapasitas SDM melalui
) PKS/Workshop/Bimtek
1. Belum Optimalnya : S
W 2. Penguatan internalisasi dengan atasan

penganggaran kebutuhan fasilitasi largslng

16 Belum optimalnya fasilitasi rapat ROO 24.34.03.06 rapat Capaian keuangan tidak 3 Monev berkala Triwulan | = IV

paripurna dan fraksi DPRD

2. Terbatasnya kompetensi SOM
dalam memfasilitasi rapat
paripurna

sesuai target

4. Penjenjangan kinerja di bagian agar
pekerjaan dapat terbagi habis dan
memanfaatkan SDM yang tersedia dengan
optimal

17

Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Rapat Fraksi dan Paripurna
DPRD

RF.24.34 03.11

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Pengguatan internalisasi dan monev
berkala

2. Pencermatan / Penelitian RKA secara
berulang dan dilakukan secara terbuka

3. Peningkatan kompetensi dalam rangka
peningkatan integritas pejabat berwenang

Triwulan | - IV

Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.12

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

Penyelesaian pembahasan ranperda
insiasitif tidak tepat waktu

ROO .24 34.03.07

1. Penyampaian dokumen naskah
akademis yang disusun oleh tim
penyusun Ranperda tidak tepat
waktu

2. Penyampaian draft Ranperda
oleh eksekutif tidak tepat waktu

3. Terdapat beberapa kali
pembahasan ranperda inisiatif
yang menyebabkan revisi berkali-
kali

Tidak tercapai target
propemperda yang sudah
ditetapkan

1. Optimalisasi koordinasi dengan
stakeholder dan tim penyusun ranperda
inisiatif

2. Maonev berkala

Triwulan | - IV
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Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Bapemperda DPRD

RF.24.34.03.13

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Pengguatan internalisasi dan monev
berkala

2. Pencermatan / Penelitian RKA secara
berulang dan dilakukan secara terbuka

3. Peningkatan kompetensi dalam rangka
peningkatan integritas pejabat berwenang

Triwulan | - IV

Penyusunan/Penyampaian Laporan

1. Lemahnya pengawasan
2. Lemahnya verifikasi bukti untuk

Berpotensi menimbulkan

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

21 E’el:tt_anggun[gjawaban detnga:t?ukti- RF.4.34.03.04 ge:jlpfr:n S — kerugian keuangan negara 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan Trvntap 114
WRERSIGENIN Yoy sl Ganar k- ntu me r‘?)p?ii - pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
RURLLNGAN PRPA pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah
e Tidak tepat waktunya hasil f
o |Fasilitasi proses penetapan Ranperda | 54 24 93 08 evaluasi Ranperda APBD dari Pelaksanaan APBD Berkoordinasi dengan BPKAD / TAPD untuk |0 o1 1y

APBD tidak tepat waktu

Gubernur disampaikan ke DPRD

menjadi tertunda

percepatan proses evaluasi gubernur




Kejadian Risiko Bekisia Realisasi
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Tanggal Ket RTP Pelaksanaan | Ket
terjadi Sebab Dampak Pelaksanaan RTP RTP
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Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Badan Anggaran DPRD

RF.24.34.03.15

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Pengguatan internalisasi dan monev
berkala

2. Pencermatan / Penelitian RKA secara
berulang dan dilakukan secara terbuka

3. Peningkatan kompetensi dalam rangka
peningkatan integritas pejabat berwenang

Triwulan | - IV

24

Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.16

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

25

Belum optimalnya fasilitasi kegiatan
pengawasan DPRD

R0OO0.24.34.03.09

Belum optimalnya kompetensi
SDM memfasilitasi kegiatan
pengawasan DPRD dalam
penyusunan administrasi kegiatan

Belum optimalnya
pencapaian kinerja

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui
PKS/Workshop/Bimtek

2. Penguatan internalisasi dengan atasan
langsung

3. Monev berkala

4. Penjenjangan kinerja di bagian agar
pekerjaan dapat terbagi habis dan
memanfaatkan SDM yang tersedia dengan
optimal

Triwulan | - IV

26

Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Komisi DPRD

RF.24.34.03.17

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Pengguatan internalisasi dan monev
berkala

2. Pencermatan / Penelitian RKA secara
berulang dan dilakukan secara terbuka

3. Peningkatan kompetensi dalam rangka
paningkatan irtegritcs pejabat berwenang

Triwulan | - IV
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Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.18

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

28

Kekurangan jumlah pendamping
pelaksanaan fasilitasi peningkatan
kapasitas DPRD

R0O0.24.34.03.10

Kurang cermatnya perhitungan
anggaran pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas DPRD

Belum optimalnya
pencapaian kinerja

Monev berkala

Triwulan | - IV
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Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Bimtek DPRD, Audiensi
DPRD, dan Bamus DPRD, serta
fasilitasi penyediaan Kelompok Pakar
AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD

RF.24.34.03.19

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi
pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Pengguatan internalisasi dan monev
berkala

2. Pencermatan / Penelitian RKA secara
berulang dan dilakukan secara terbuka

3. Peningkatan kompetensi dalam rangka
peningkatan integritas pejabat berwenang

Triwulan | - IV




Kejadian Risiko Rivicata Realisasi
N " " '3
o Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Ttaer:]gg?l Ssbists Baciinak Ket RTP Pelaksanaan RTP Pelall;?r::laan Ket
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Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.20

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

Proses pencairan pendanaan kegiatan

Pegawai yang bertugas
memfasilitasi belum optimal
memberikan pemahaman kepada

Capaian realisasi

1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Monev berkala

31 .24.34.03. - | ian li i -
terlambat RIo0 28340811 penyedia / pelaksana kegiatan keuangan tidak tepat waktu 3A FimEsnan Ist keisngeapan dokumen Yang fTawlisn-~Iy
: * . diperlukan untuk proses pertanggungjawaban
untuk menyelesaikan administrasi
keuangan
secara tepat waktu
1. Pengguatan internalisasi dan monev
Terjadi benturan kepentingan dalam 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi berkala
pengadaan pada saat penyusunan : 7 = 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara :

32 5
anggaran kebutuhan pelaksanaan RidbNae! setlljr?tt:: ::nv:;zz!ikan gteanugta:r?jaa\n:tda:nfszlrir;an berulang dan dilakukan secara terbuka PRkl
fasilitasi Reses DPRD ganp patp 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka

peningkatan integritas pejabat berwenang
1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa
1. Lemahnys pengavwasar 2. Penguatan internalisasi antar pejabat
Penyusunan/Penyampaian Laporan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk Bersotens manimbilia b- ga pel
33 |Pertanggungjawaban dengan bukti- RF.24.34.03.22 pelaporan K rp ian keuan .a ot nra 382‘;?“ nl?atan kompetensi verifikator dan Triwulan | - IV
bukti pengeluaran yang tidak benar 3. Untuk mendapatkan e1g HARgAmnRgS o g peansyve L
i pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
keuntungan pribadi ;
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah
1. Peningkatan kapasitas SDM melalui
PKS/Workshop/Bimtek
Bellif oblimalive KomoetEnsi 2. Penguatan internalisasi dengan atasan
Belum optimalnya fasilitasi SDM m P f Al,ty - lpk Bel timal langsung
34 |pelaksanaan dan pengawasan kode |R0Q.24.34.03.12 SiEatiAsl pelaEanagn M apimaiaya 3. Monev berkala Triwulan | - IV
: dan pengawasan kode etik dalam |pencapaian kinerja s R :
etik DPRD ariVUSHRAD almifigtasi iaalatar 4. Penjenjangan kinerja di bagian agar
peny 9 pekerjaan dapat terbagi habis dan
memanfaatkan SDM yang tersedia dengan
optimal
1. Pengguatan internalisasi dan monev
Terjadi benturan kepentingan dalam 1. Lemahnya pengawasan Berpotensi realisasi berkala
engadaan . e
5% peng pada saat penyusunan ——_—T 2. Untuk mendapatkan 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara Triwaland < IV

anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi Badan Kehormatan DPRD

keuntungan pribadi

pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

berulang dan dilakukan secara terbuka
3. Peningkatan kompetensi dalam rangka

peningkatan integritas pejabat berwenang




No

“Risiko” yang Teridentifikasi

Kode Risiko

Kejadian Risiko

Tanggal
terjadi

Sebab

Dampak

Ket

RTP

Rencana
Pelaksanaan RTP

Realisasi
Pelaksanaan
RTP

Ket
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Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.24

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

37

Belum optimalnya fasilitasi
pelaksanaan tugas DPRD

R0O0.24.34.03.13

Terbatasnya kompetensi SDM
dalam memfasilitasi tugas DPRD

Capaian realisasi fisik dan
keuangan tidak sesuai

target

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui
PKS/Workshop/Bimtek

2. Penguatan internalisasi dengan atasan
langsung

3. Monev berkala

4. Penjenjangan kinerja di bagian agar
pekerjaan dapat terbagi habis dan
memanfaatkan SDM yang tersedia dengan
optimal

Triwulan | - IV

38

Terjadi benturan kepentingan dalam
pengadaan pada saat penyusunan
anggaran kebutuhan pelaksanaan
fasilitasi tugas Pimpinan DPRD

RF.24.34.03.25

1. Lemahnya pengawasan
2. Untuk mendapatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi realisasi

pengadaan tidak efisien
atau terdapat pemborosan

1. Pengguatan internalisasi dan monev
berkala

2. Pencermatan / Penelitian RKA secara
berulang dan dilakukan secara terbuka

3. Peningkatan kompetensi dalam rangka
peningkatan integritas pejabat berwenang

Triwulan | - IV
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Penyusunan/Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dengan bukti-
bukti pengeluaran yang tidak benar

RF.24.34.03.26

1. Lemahnya pengawasan

2. Lemahnya verifikasi bukti untuk
pelaporan

3. Untuk mendagatkan
keuntungan pribadi

Berpotensi menimbulkan
kerugian keuangan negara

1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum
melakukan negosiasi barang/jasa

2. Penguatan internalisasi antar pejabat
berwenang

3. Peningkatan kompetensi verifikator dan
pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan
daerah

Triwulan | - IV

Masalah/Risiko Baru

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 2 Januarp2024
ota Denpasar

Sekretaris DPR

—

r. | Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003
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